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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1.Kesimpulan 

1. Efektifitas Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sudah 

efektif di laksanakan di Kantor BPN Kabupaten Gorontalo, sebab setiap 

kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan dikantor pertanahan Kabupaten 

Gorontalo hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat 

oleh PPAT yang berwewenang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti bahwa setiap pengalihan 

hak milik atas tanah, yang dilakukan baik dalam bentuk jual beli, tukar 

menukar atau hibah harus dibuat di hadapan PPAT. 

2. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten gorontalo 

untuk menjalankan amanat Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997.  

a. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya 

pendaftaran tanah khususnya pendaftaran peralihan hak atas tanah,  

b. Menjalin kerja sama yang baik dengan pihak terkait dalam hal ini dengan 

Lurah, Notaris / PPAT, Camat / PPATS, dll (Kantor Pajak, BPKAD),  

c. Meningkatkan SDM (pegawai kantor pertanahan Kabupaten Gorontalo) 

dalam melayani masyarakat terkait pelayanan pendaftaran peralihan hak 

atas tanah. 
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5.2.  Saran 

1. Ketidakpahaman masyarakat dalam mendaftarkan peralihan hak atas 

tanahnya menyebabkan proses peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh 

PPAT mengalami kendala. 

2. Diharapkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo, agar 

menempatkan brosur-brosur pada setiap loket, sehingga masyarakat dapat 

memperoleh informasi tentang proses peralihan hak atas tanah. 
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